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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Implementasi merupakan bagian dari proses sebuah kebijakan. Menurut Van Meter 

dan Van Horn (1975: 447) implementasi kebijakan adalah “Those action by public and 

private individual or groups that are directed at the achievement of objectives set forth in 

prior policy decisions”. Pelaksanaan tindakan oleh individu, pejabat, instansi pemerintah 

atau kelompok swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam 

keputusan tertentu.  

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975: 462-474) terdapat enam variabel yang dapat 

mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, yakni: 

“Pertama, standar dan sasaran atau ukuran dan tujuan kebijakan yakni adanya 

penegasan sasaran dan tujuan yang harus dicapai. Kedua, sumber-sumber 

kebijakan diantaranya manusia, dana dan waktu. Ketiga, karakteristik agen 

pelaksana yakni ciri-ciri dari implementor. Keempat, komunikasi antar 

organisasi dan aktivitas pelaksana artinya komunikasi dari pelaksana yang 

terlibat. Kelima, disposisi implementor yakni sikap penerimaan atau penolakan 

dari implementor.  Keenam, lingkungan ekonomi sosial dan politik artinya 

kondisi dari lingkungan eksternal”.   

Salah satu implementasi kebijakan adalah implementasi Peraturan Walikota 

Palembang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja, Sekretariat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Palembang. 

Pada Peraturan tersebut memuat tentang Tugas dan Fungsi pada Bagian Organisasi dan 

Tata Laksana (Ortala).  

Upaya menjalankan tugas dan fungsi Pada bagian Ortala tentunya dilaksanakan oleh 

pegawainya adanya pemberian wewenang dalam menjalankan tugas termuat dalam 

Surat  Keputusan Walikota Palembang tentang Penerimaan dan Penugasan sebagai 

Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Palembang. Para ASN tersebut telah diberikan 

wewenang menjalankan tugas jabatannya yang termuat dalam informasi jabatan. Berikut 
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nama-nama ASN jabatan Pelaksana pada Sub Bagian Tata Laksana dan Pelaksana 

lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palembang. 

Tabel 1. Daftar Nama ASN Jabatan Pelaksana Setda  Kota Palembang 

No Nama Jabatan Pelaksana Masa 

Kerja 

Pendidikan 

1 Maria Ulfah, 

A.Md 

Pengelola Bahan 

Perencanaan 

7 bulan Diploma III STIE 

AKUBANK MDP 

2 Muhammad 

Tabrani 

Penyusunan Norma, 

Standar, Prosedur dan 

Kriteria 

10 Tahun 

9 bulan 

SLTA 

3 Suhardi, M.A. Pengadministrasi Umum 8 tahun 

11 bulan 

SLTA 

4 Yuli 

Hermansyah, 

S.Sos 

Pengadministrasi Umum 11 tahun 

11 bulan 

S1- UNIVERSITAS 

SJAKHYAKIRTI 

Sumber: Diolah penulis berdasarkan data di Setda Kota Palembang 

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwasanya sudah terdapat 4 ASN pada sub 

Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik. Setiap ASN mempunyai tugas sesuai 

jabatannya. 

 Menurut Moekijat (1998:11) “Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu 

komponen dari suatu jabatan”. Berikut tugas sub bagian Tata Laksana dan Pelayanan 

publik yang termuat dalam informasi jabatan.  
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Tabel 2. Tugas Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik 

No Tugas Hasil 

1. Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian tatalaksana dan 

pelayanan public 

✓ 

2. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis standarisasi pengaturan standar 

kerja 

✓ 

3. Menyusun petunjuk teknis dan pedoman tata naskah dinas dilingkungan 

pemerintah kota Palembang 

✓ 

4. Memfasilitasi dan mensosialisasikan penyelenggaraan tata naskah dinas di 

lingkungan pemerintah kota 

✓ 

5 Melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan urusan tata laksana dan 

pelayanan public 

✓ 

6. Menyelenggarakan layanan administrasi urusan tata laksana dan pelayanan 

public 

✓ 

7. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas 

✓ 

8. Memfasilitasi perangkat daerah dalam mengembangkan Sistem Inovasi 

Pelayanan Publik (SINOVIK) 

✓ 

9. Memfasilitasi pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) ✓ 

10. Memberikan saran dan peritmbangan kepada kepala bagian organisasi dan 

tata laksana tentang langkah langkah yang perlu diambil sesuai dengan 

bidang tugasnya 

✓ 

11. Melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja ✓ 

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya ✓ 

Sumber: Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik di Setda Kota Palembang 

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan semua tugas pada sub bagian tata laksana dan 

pelayanan publik bagian organisasi dan tata laksana sudah terimplementasi semuanya. 

Semua tugas pada sub bagian tata laksana dan pelayanan publik terimplementasi oleh ASN 

jabatan pelaksana. 

Sumber Daya Manusia dalam hal ini ASN jabatan pelaksana merupakan variabel 

penting dalam implementasi kebijakan (Van Meter dan Van Horn, 1975: 464). Oleh karena 

itu, penulis memerlukan data untuk mengetahui informasi  pemahaman ASN tentang tugas 

jabatannya melalui wawancara. Wawancara dilakukan pada tanggal 18 Maret 2020. 

Narasumber yang diwawancarai adalah ASN jabatan pelaksana diantaranya jabatan 

Pengadministrasian Umum, Pengelola Bahan Perencanaan dan Penyusunan Norma, 

Standar, dan Kriteria.  
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Tugas masing-masing ASN sudah termuat dalam informasi jabatan. Berikut tugas 

jabatan Pengadministrasian Umum.  

Tabel 3. Tugas Jabatan Pengadiminstrasian Umum 

No Uraian Tugas 

1 Menerima surat masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 

memudahkan pencarian 

2 Menerima surat keluar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 

memudahkan pencarian 

3 Mempelajari surat masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 

memudahkan pencarian 

4 Mempelajari surat keluar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 

memudahkan pencarian 

5 Mencatat surat masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 

memudahkan pencarian 

6 Mencatat surat keluar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 

memudahkan pencarian 

7 Menyortir surat masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 

memudahkan pencarian 

8 Menyortir surat keluar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 

memudahkan pencarian 

9 Memberi lembar pengantar pada surat masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

10 Mengisi lembar pengantar 

11 Menyampaikan surat kepada atasan 

12 Menerima surat yang telah didisposisi pimpinan 

13 Mempelajari disposisi pimpinan 

14 Mengelompokkan surat sesuai dengan fungsi dan sifatnya 

15 Mendistribusikan surat masuk sesuai dengan disposisi atasan 

16 Membuat tanda terima surat yang telah didistribusikan 

17 Mendokumentasikan surat sesuai prosedur 

Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan Data Informasi Jabatan di Setda Kota Palembang 
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Berdasarkan tabel diatas, menjelaskan tugas jabatan Pengadministrasian Umum sudah 

termuat sangat detail dalam informasi jabatan. Tugasnya jabatan ASN tersebut adalah 

berjumlah 17 tugas jabatan. Berikut wawancara dengan ASN Jabatan Pengadministrasian 

Umum terkait tugas jabatannya. 

“Tugas saya membantu hal dalam mengurus surat-menyurat, tapi ya karena saya 

golongan bawah, jadi tugas saya juga membantu seluruh pekerjaan orang disini. 

Tugas utamanya saya ya apabila ada surat masuk, surat keluar kemudian dicatat. 

Kemudian, mengantar surat juga ke instansi-instansi, mendistribusikan surat juga 

ke yang bersangkutan dan membuat absen. kalau untuk jumlah kami sudah 

cukup” (Transkrip wawancara, 18 Maret 2020) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan jabatan Pengadministrasian Umum, penulis 

menyimpulkan bahwa ASN jabatan Pengadaministrasian Umum sudah memahami 

tugasnya secara umum yakni mengurusi surat menyurat pada bagian Ortala. ASN belum 

menyebutkan tugasnya secara menyeluruh dan spesifik.  

Selain ASN jabatan Pengadministrasian umum, terdapat ASN jabatan Pengelola Bahan 

Perencanaan pada sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik. Berikut tugas jabatan 

Pengelola Bahan Perencanaan.  
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Tabel 4. Tugas Jabatan Pengelola Bahan Perencanaan  

No Uraian Tugas 

1 Mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan 

yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah data 

bahan perencanaan 

2 mengolah bahan pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah data bahan 

perencanaan 

3 Menyusun pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 

untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah data bahan 

perencanaan 

4 Mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis standarisasi pengaturan standar 

kerja 

5 Mengolah bahan pedoman dan petunjuk teknis standarisasi pengaturan standar kerja 

6 Menyusun pedoman dan petunjuk teknis standarisasi pengaturan standar kerja 

7 Mengumpulkan bahan petunjuk teknis dan pedoman tata naskah dinas di lingkungan 

Pemerintah Kota Palembang 

8 Mengolah bahan petunjuk teknis dan pedoman tata naskah dinas di lingkungan 

Pemerintah Kota Palembang 

9 Menyusun petunjuk teknis dan pedoman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah 

Kota Palembang 

10 Memfasilitasi penyelenggaraan tata naskah dinas  di lingkungan Pemerintah Kota 

11 Mensosialisasikan penyelenggaraan tata naskah dinas  di lingkungan Pemerintah Kota 

12 Mengumpulkan data dari Perangkat Daerah/UPP dalam pembuatan laporan 

penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Kota Palembang 

13 Menyiapkan bahan kuesioner survei kepuasan masyarakat  

14 Memfasilitasi penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan 

Pemerintah Kota 

15 Mensosialisasikan penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di 

lingkungan 

  Pemerintah Kota 

16 Menghimpun data SKM dari Perangkat Daerah/UPP 

17 Menghimpun data dari Perangkat Daerah/UPP dalam pembuatan laporan penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat Kota Palembang 
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Lanjutan Tabel 4. Tugas Jabatan Pengelola Bahan Perencanaan 

18 Melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan urusan Tata Laksana dan Pelayanan 

Publik 

19 Memberikan penjelasan teknis urusan Tata Laksana dan Pelayanan Publik 

20 Membuatkan ID Pengguna dan Sandi Sinovik dalam Pelaksanaan Kompetisi Sistem 

Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) 

21 Merekapitulasi perangkat Daerah/UPP dalam kompetisi Sistem Informasi Inovasi 

Pelayanan Publik (Sinovik). 

22 Memfasilitasi perangkat daerah dalam mengembangkan Sistem Inovasi Pelayanan 

Publik (SINOVIK) 

23 Mengundang user Sub Admin Instansi (Perangkat Daerah/UPP pada sistem Informasi 

Pelayanan Publik(SIPP) 

24 Menginput data dari Perangkat Daerah /Unit Pelayanan Publik (UPP) pada sistem 

Informasi Pelayanan Publik(SIPP) 

25 Memeriksa/memonitor perkembangan data   sistem informasi Pelayanan Publik (SIPP) 

Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan Data Informasi Jabatan di Setda Kota Palembang 

Berdasarkan tabel diatas, menjelaskan tugas jabatan Pengelola Bahan Perencanaan 

sudah sangat detail dalam informasi jabatan. Jumlah tugas jabatan Pengelola Bahan 

Perencanaan adalah 25 tugas. Berikut wawancara dengan ASN jabatan Pengelola Bahan 

Perencanaan terkait tugas jabatannya.  

“Ini mau yang seharusnya atau dilapangan. Kalau yang seharusnya sesuai 

peraturan tuh tugas saya sebagai pengelola bahan perencanaan. Tugasnya itu data 

diolah dulu, dikumpulkan, nanti rapatkan terus dicatat dan dan dituangkan 

kedalam perencanaan tahun selanjutnya. Jadi mengerjakan apa yang diperintahkan 

dari kepala sub itu yang dikerjakan.jadi sebelum perencanaan Kalau di lapangan 

membantu bendahara khusus perjalanan dinas saja sih, terus ada survei kepuasan 

masyarakat, kalau ada perintah langsung sub misalnya rapat”. (Transkrip 

wawancara, 18 Maret 2020) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa ASN belum 

memahami tugas jabatannya. ASN  belum terlalu spesifik menjelaskan tugasnya melainkan 

gambaran umum saja.  
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Terakhir, ASN yang bertugas di sub bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik adalah 

jabatan Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria. ASN jabatan tersebut sudah 

mempunyai tugas jabatannya yakni sebagai berikut. 

Tabel 5.  Tugas Jabatan Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 

No Uraian Tugas 

1 Menyusun konsep, formulir isian dan sarana kegiata dan prosedur kerja setiap satuan 

kerja serta penyiapan standar pelayanan 

2 Menelaah, menilai dan menganalisis data sistem dan prosedur kerja, ketatalaksanaan, 

sarana kerja setiap satuan kerja serta standar pelayanan. 

3 Menyusun tata kerja, sistem dan prosedur kerja, tata hubungan kerja serta mekanisme 

kerja kelembagaan sebagai bahan penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan 

ketentuan yang berkaitan. 

4 Menyusun bahan tata kerja, sistem dan prosedur kerja Instansi serta bahan 

ketatalaksanaan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku. 

5 Menyusun bahan standar pelayanan setiap satuan organisasi sesuai dengan kebutuhan 

instansi. 

6 Mengumpulkan dan mengolah data sistem dan prosedur kerja, ketatalaksanaan mum, 

serta sarana kerja setiap satuan kerja. 

7 Mencatat dan menyimpan seluruh data dan laporan yang masuk serta surat-surat dan 

bahan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Standarisasi, Sistem dan 

Prosedur Kerja. 

8 Menghimpun data hasil Standarisasi, Sistem dan Prosedur Kerja serta membuat catatan 

khusus apabila ada yang tidak sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang berlaku. 

9 Menyusun laporan Standarisasi, Sistem dan Prosedur Kerja dan merekap seluruh 

kegiatan yang dilakukan mulai dari awal sampai akhir sebagai bahan laporan akhir 

kegiatan dan perencanaan selanjutnya. 

10 Menyajikan data, bahan, dan laporan Standarisasi, Sistem dan Prosedur Kerja sebagai 

bahan informasi 

Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan Data Informasi Jabatan di Setda Kota Palembang 

Berdasarkan tabel diatas, menjelaskan  tugas jabatan tersebut sudah sangat detail yang 

termuat dalam informasi jabatan. Jumlah tugas jabatan tersebut adalah 10 tugas jabatan. 

Berikut wawancara dengan ASN jabatan  Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 

terkait tugas jabatannya. 
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“Jadi disini, kakak ini ditugaskan bendahara utamanya dan bagian apa ya, kalau 

tidak salah mengurusi norma, standar, bisa kamu cek nanti.  Dua tupoksi, secara 

tugas Bendahara  dan struktur organisasi Jadi mana yang lebih penting. Beda 

tupoksinya jabatan bendahara pengeluaran dan tidak mengikuti tupoksi di struktur 

organisasi tata laksana. Tidak pernah ikut bantu yang seharusnya, karena ini lebih 

penting.  Tupoksinya nanti kamu bisa lihat di info jabatan, itu ada uraian kerjanya, 

karena kakak belum pernah ikut bantu disana. Kalau bendahara bisa ditanya-tanya 

dek, karena kakak ini disini kerjanya”. (Transkrip Wawancara, Kamis 19 

Desember 2020) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwasanya ASN jabatan 

tersebut belum memahami tugas jabatan pelaksananya. ASN terlihat belum bisa 

menyebutkan uraian tugasnya dan meminta untuk melihat sendiri di informasi jabatan 

bahkan ASN hanya fokus terhadap pekerjaan lainnya. 

Berdasarkan data di atas jika dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn 

disimpulkan bahwasanya ASN jabatan pelaksana bagian Ortala masih banyak belum 

mengetahui dan memahami tugas mereka secara menyeluruh dan masih mengerjakan tugas 

jabatan lainnya.  

Sekretariat Daerah Kota Palembang merupakan kantor pemerintah kota Palembang 

yang dibawahi langsung oleh Sekretaris Daerah kota Palembang, yang seyogyanya patut 

menjadi contoh bagi kantor pemerintah kota Palembang lainnya. Namun, ASN masih 

belum memahami tugas jabatannya.  

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan penulis, maka peneliti 

menimbang diperlukan penelitian lebih lanjut tentang “ Kinerja Implementasi Kebijakan 

Tugas dan Fungsi Pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana di Lingkungan 

Sekretariat Daerah Kota Palembang”. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada 

Kinerja Implementasi Kebijakan Tugas Sub Bagian  Tata Laksana dan Pelayanan Publik 

Bagian Organisasi dan Tata Laksana di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palembang 

dikarenakan peneliti menemukan permasalahan pada sub bagian tersebut.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan penelitian 

yaitu bagaimana kinerja implementasi kebijakan tugas  dan fungsi pada Bagian Organisasi 

dan Tata laksana di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palembang ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan kinerja implementasi tugas 

dan fungsi pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana di Lingkungan Sekretariat Daerah 

Kota Palembang. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangsi ide maupun referensi pada jurusan 

Ilmu Administrasi Publik khususnya bagi penelitian mahasiswa yang berkaitan dengan 

implementasi kebijakan. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi implementor pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana di Lingkungan 

Sekretariat Daerah Kota Palembang khususnya sub bagian Tata Laksana dan Pelayanan 

Publik untuk menjadi bahan pertimbangan perbaikan kedepannya dalam implementasi 

kebijakan tugas di lingkungan Sekretariat daerah kota Palembang. 
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